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Sanksi pidana dalam RUU ini diatur dengan
sistem perumusan kumulatif dengan
batasan hukurman mimimal dan maksimal.

ATaLya Puspa
atoflyo@rmedicindonesio. com

EMBAHASAN Rancangan

Undang-Undang tentang

KonservasiSumber Daya

Alam Havyat dan Eko-
sistermn (KSDAHE) telah disetujui
untuk dibahas pada pembahasan
tingkat dua. Hal itu disepakati da
lam rapatkerja Komisi IV dengan
KLHEK, KKP, Kementan, Mendagri.
Menkum dan HAM. serta Komite
11 DED RI.

Dalam RUU tersebut, panja me-
nyepakati penambahan, pengha-
pusan, dan perubahan bab serta
perubahan pasal dalam Undang-
Undang Bomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Havati dan Ekosistemnya_
Di antaranya. penegakan hukum
terkait dengan tindak kejahatan
tanaman dan satwa liar serta pe
nyelewengan wilayah konservasi
akan diperberat sanksinya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR
BRI Budisatrio Djiwandono men
sungkapkan dalam RUU tersebut
panja telah menyepakati adanya
pemberatan serta kekhususan
sanksi pidana untuk memberi-
kan efek jera bagi pelaku dndak
pidana konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.

“Sanksi pidana dalam RUT ini
diatur dengan sistem peramusan
kumulatif dan bukan alternadf.
Sanksi pidana dalam R ini
diatur dengan batasan hukuman
mimimal dan maksimal.” kata

Budi. kemarin.

Selain itu, dalam RUU KSDHAE,
akan ada pemberatan sanksi atas
tindak pidana oleh korporasi.
Hal lainnya dalam penegakan
hukum ialah adanya penguatan
kewenangan PPNS dalam mela-
kukan penegakan hukum.

Substansi lain yvang diper-
kuat dalam RUT KSDHAFE ialah
pengaturan bahwa konservasi
sumber daya alam hayat dan
ekosistemnya merupakan tang-
gung jawab dan kewajiban pe-
merintah pusatdan daerah serta
masyarakat. Selain itu, mem-
perkuat peran serta masyarakat,
termasuk masyvarakar hukum
adat, dalam pelaksanaan kon-
servasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Budi menyatakan RUU KS-
DHAE juga telah menyepakart
adanya penggantian norma
atau frasa kawasan konservasi
menjadi kawasan suaka alam
(KSA), kawasan pelestarian alam
(KPA), dan kawasan konservasi
perairan, wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Efektif

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbavya
menyampaikan apresiasi atas
inisiatif komi=si IV DPR RI untuk
membuat inisiatif RUU KSDAHE
sebagai perubahan UU Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Davya Alam Hayat dan
Ekosistermnnya.

Ia menyatakan setelah 30 ta-
hun lamanya UU Nomor 5 Tahun
1990 telah menjadi dasar untuk
penyelenggaraan konservasi
sumber daya alam havyati dan
ekosistemn. dibutuhkan penguat-
an sesuai dengan kondisi saat
I

“Inisiasi ini penting sebab
strategi kebijakan berguna un-
tuk menjawab kebutuhan-kebu-
tuhan dan diskursus berkaitan
penyelenggaraan konservasi
sumber daya alam havyati dan
ckosistemnya yang semakin
penting untuk direspons. Per-
kembangan populasi manusia,
kondisi sosial budaya teknologi
berdampak pada peningkatan
kebumhan sumber daya alam,
baik dalam bentuk ruang mau-
pun bentuk materi hayati atau
nonhayati.,” beber dia.

Menurut Sid, inisiatf peru-
bahan UU Nomor 5 Tahun 1920
merupakan langkah efekrif da
lam rangka menjaga potensi
dan menjamin keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya alam
sembari membuka ruang akses
kesejahteraan masvyarakat.

la menegaskan bahwa kon-
servasi ckosistemn sumber daya
hayati dan genetilkk sangat vital
bagi kehidupan manusia. Un-
tuk im, diperlukan pengamran
vang bertujuan melestarikan
dan melindungi sumber davya
alam hayati dan ekosistemnya
sekaligus upaya meningkatkan
kesejahteraan. mengoptimalkan
sumber daya alam hayati, serta
pelibatan masyarakat dengan
tidak mengabaikan karaterkis
tik dan keberlangsungan hidup
ekosistem. (H-2)
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ANTARA/ADITYA PRADANAPLTRA

RUU KSDAHE: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) St Nurbaya (ketiga kir) menerima berkas herisl pandangan akhir fraksi dari anggota Kamisi V Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera {PKS} Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di
kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Pemerintah, Komisi [V OPR RI, dan Komite Il DPD Rl menyepakati naskah RUL KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan
dalam rapat paripuma DPR R,
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